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POLICY RECOMMENDATION HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan penerapan manajemen risiko
terhadap policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan sebelum dan sesudah risiko dimitigasi. Penelitian ini
menggunakan desain kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan
komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan
dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Hasil
penelitian menjelasakan tentang gambaran umum Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan, proses penerapan manajemen risiko, dan peranan
manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko sebelum risiko dimitigasi dapat
membantu unit pemilik risiko dalam menetapkan sasaran strategis dengan
belajar dari penerapan risiko sebelumnya. Penerapan manajemen risiko setelah
risiko dimitigasi berperan dalam pencapaian target kinerja. Di samping itu pula,
penerapan manajemen risiko membantu auditor membuat dan mewujudkan
rekomendasi yang memenuhi prinsip rekomendasi yang efektif.
Kata kunci: penerapan manajemen risiko, risiko policy recommendation, hasil
pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
This research aims to analyze the role of risk management policy
recommendation to the results of monitoring Inspectorate General of the Ministry
of Finance before and after risk mitigated. This research used a qualitative
design. This research data obtained from direct observation and communication
with the relevant parties. Researcher also collected relevant documents and
supporting research discussion. The results of the research identifies general
description of the Inspectorate General of the Ministry of Finance, the process of
risk management, and the role of risk management. Implementation of risk
management before the risk is mitigated can help unit owners risk in setting
strategic objectives by learning from previous risk implementation.
Implementation of risk management after the risk is mitigated role in the
achievement of performance targets. In addition to that, the application of risk
management to help auditors make and realize the recommendation that meets
the principles of effective recommendations.
Keyword: implementation of risk management, risk policy recommendation, the
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Tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan
utama tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan pengawasan
internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 berupa
audit/pengawasan. Hasil pengawasan yang dilakukan auditor internal dalam
bentuk audit akan menghasilkan suatu rekomendasi dan tolak ukur keberhasilan
seorang auditor internal dapat diukur tidak hanya didasarkan seberapa banyak
jumlah rekomendasi yang dihasilkan melainkan keberhasilan seorang auditor
internal diukur dari seberapa besar hasil rekomendasi yang dihasilkan dapat
ditindaklanjuti oleh auditee (terperiksa).
Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa hasil audit harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu yang ditetapkan. Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah diharuskan memiliki mekanisme penyelesaian hasil audit untuk
segera menyelesaikan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
Akmal (2006) mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan
didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan,
2dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen
terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan termasuk
temuan-temuan yang berkaitan atau diperoleh oleh pemeriksa baik intern
maupun ekstern. Hal ini dipertegas oleh Tugiman (2007:100) bahwa
rekomendasi yang efektif yang dihasilkan oleh auditor adalah rekomendasi yang
memiliki syarat-syarat salah satunya yaitu dapat ditindaklanjuti secara logis,
praktis, dan reasonable. Sehingga dari syarat-syarat rekomendasi yang efektif
tersebut maka akan tercapai tujuan rekomendasi yang diharapkan. Adapun salah
satu tujuan rekomendasi yang efektif menurut Tugiman (2007:100) adalah dapat
meningkatkan prestasi/kinerja.
Salah satu capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
adalah ditindaklanjutinya policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan. Hal ini tertuang dalam rencana strategis
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tidak tercapainya target kinerja
APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) tersebut akan berdampak negatif
pada prestasi/kinerja APIP secara khusus dan Kementerian Keuangan secara
umumnya. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku
APIP Kementerian Keuangan sangat berkepentingan untuk mengawasi dan
memantau proses pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan agar dapat ditindaklanjuti dengan baik
sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi.
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat meminimallisir risiko
yang mungkin terjadi dengan mengambil langkah-langkah persiapan
pelaksanaan pengelolaan risiko. Untuk itu pada tanggal 24 November 2008,
Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
No.191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
3Departemen Keuangan. Penerapan manajemen risiko (risk management)
bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang disebabkan oleh suatu risiko.
Australian Risk Management Standard (2004: 4360) mendefinisikan
manajemen risiko adalah kultur, proses, struktur yang diarahkan untuk
merealisasikan peluang potensial dan sekaligus mengelola dampak yang dapat
merugikan. Dalam proses penerapan manajemen risiko, penetapan konteks yang
dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ialah menjadikan
percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ke dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard
(BSC) baik pada level Kemenkeu-One (Eselon I dalam hal ini Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan), maupun pengelolaan kinerja dibawahnya.
Hal ini juga sejalan dengan perkembangan kompleksitas pengawasan
internal Kemenkeu yang mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan untuk menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan
organisai secara efisien dan efektif. Dalam menjalankan penerapan manajemen
risiko, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memetakan, mengantisipasi, dan
menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mengintegrasikan proses
manajemen risiko baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi
kinerja pengawasan sehingga diharapkan Inspektorat Jenderal mampu
meningkatkan efisiensi, reputasi, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan
(public trust).
Dari latar belakang di atas, ada beberapa penelitian yang dapat menjadi
refrensi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penelitian yang ditulis
oleh Nisa Mustikawati (2013, Universitas Brawijaya Malang) yang berjudul
“Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet” dengan
objeknya yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri. Dalam
4penelitian ini menjelaskan bahwa meminimalisir risiko kredit macet dibutuhkan
penerapan manajemen risiko perbankan agar dapat meningkatkan kualitas
penyaluran kredit. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Angga Wisnu
Wardhana (2014, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas) dengan objeknya yaitu
PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bandung. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa dalam meminimalisir risiko perbankan pemberian kredit, dibutuhkan
auditor internal dan penerapan manajemen risiko.
Hasil dari kedua penelitian di atas berkesesuaian dengan agency theory
(Jensen dan Meckling). Agency theory sebagaimana dikemukakan oleh Jensen
dan Meckling (1976: 5) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan
sebuah kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) dengan orang lain (agen)
untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi kepentingan prinsipal. Dalam
hubungan keagenan tersebut, menurut Eisendhardt (1989: 56) dimungkinkan
akan timbul dua jenis permasalahan. Permasalahan pertama adalah adanya
perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Permasalahan kedua adalah
adanya asimetri informasi.
Pada sektor publik, penelitian mengenai penerapan manajemen risiko
terhadap policy recommendation hasil pengawasan APIP belum ada yang
melaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi dan pertimbangan tersebut,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan
Manajemen Risiko Terhadap Policy Recommendation Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”.
51.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana peranan penerapan manajemen risiko terhadap policy
recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan sebelum risiko dimitigasi?
2. Bagaimana peranan penerapan manajemen risiko terhadap policy
recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan setelah risiko dimitigasi?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.
1. Untuk menganalisis peranan penerapan manajemen risiko terhadap
policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan sebelum risiko dimitigasi.
2. Untuk menganalisis peranan penerapan manajemen risiko terhadap
policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan setelah risiko dimitigasi.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis
maupun secara praktis. Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dimaksud
adalah sebagai berikut.
1.4.1. Kegunaan Teoritis
Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama mengenai
pentingnya pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan sektor publik dalam
6rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintah yang bersih (clean government).
1.4.2. Kegunaan Praktis
Memberikan gambaran kondisi penerapan manajemen risiko di
lingkungan pemerintahan terhadap policy recommendation yang dihasilkan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab
dengan penjelasan sebagai berikut.
Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, dan organisasi/sistematika penelitian
yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.
Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, dan kerangka
penelitian. Tinjauan teori dan konsep yang mendukung topik dan teori
yang digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah penelitian yaitu
policy recommendation, tindak lanjut, risiko, dan manajemen risiko.
Terdapat juga penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam
penulisan karya akhir serta kerangka pikir penelitian ini.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan
validitas data, dan tahap-tahap penelitian.
7Bab IV Hasil Penelitian
Bab ini menjelasakan tentang gambaran umum Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan, proses penerapan manajemen risiko, dan
peranan manajemen risiko. Variabel manajemen risiko yang digunakan
berdasarkan proses penerapan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 191
Tahun 2008, yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, menganalisis
risiko, mengevaluasi risiko, dan penanganan risiko serta monitoring dan
reviu. Selanjutnya menganalisis peranan penerapan manajemen risiko
terhadap persentase policy recommendation yang ditindaklanjuti sebelum
dan sesudah risiko dimitigasi.
Bab V Penutup
Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dapat menjawab tujuan
penelitian. Berbagai saran sebagai masukan bagi peningkatan tata kelola
Kementerian Keuangan khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan serta keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
Tinjauan teori dan konsep merupakan tinjauan peneliti atas teori dan
konsep yang relevan dalam permasalahan penelitian – Analisis Penerapan
Manajemen Risiko Terhadap Policy Recommendation Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pembahasan mengenai teori
dan konsep tersebut adalah sebagai berikut.
2.1.1 Agency Theory
Agency theory adalah teori yang dikemukakan oleh Jensen dan
Meckling pada tahun 1976 yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang
timbul dalam hubungan keagenan. Hubungan keagenan menurut Jensen dan
Meckling (1976: 5) merupakan sebuah kontrak antara satu atau lebih orang
(prinsipal) dengan orang lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan
demi kepentingan prinsipal. Eisendhardt (1989: 56) menjelaskan bahwa dalam
hubungan keagenan tersebut, dimungkinkan akan timbul dua jenis
permasalahan.
Permasalahan pertama adalah adanya perbedaan tujuan antara
prinsipal dan agen. Perbedaan tujuan ini terjadi karena baik prinsipal maupun
agen memiliki keinginan untuk memaksimalkan peluang/kesempatan masing-
masing. Dengan demikian, terdapat potensi bahwa agen tidak selalu bertindak
untuk memaksimalkan peluang/kesempatan prinsipal. Permasalahan kedua
adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini merupakan
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prinsipal tidak dapat memverifikasi tindakan agen. Dengan demikian, prinsipal
tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah mengambil tindakan terbaik untuk
memaksimalkan peluang/kesempatan prinsipal tersebut.
Permasalahan-permasalahan dalam hubungan agensi tersebut akan
menimbulkan motif asimetri informasi dengan prinsipal. The Institute of
Chartered Accounts (2005: 6) menyatakan bahwa perbedaan motif tersebut
dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti imbalan keuangan, peluang pasar
tenaga kerja, dan hubungan dengan pihak yang secara tidak langsung relevan
dengan prinsipal. Hal ini dapat menghasilkan kecenderungan untuk agen
bekerja di bawah kinerja yang semestinya. Agen juga mungkin menghindari
risiko yang dapat menghambat capaian atas kinerjanya.
Berdasarkan Agency theory, prinsipal dapat mengurangi biaya
keagenan dengan cara melaksanakan pengawasan dan menyusun kontrak
kinerja yang tepat (Pepper dan Gore, 2012: 5). Hal ini adalah sebagaimana
yang dinyatakan oleh Eisenhardt (1989: 60) dalam dua proposisinya.
Proposisi I menyatakan bahwa ketika kontrak di antara prinsipal dan agen
merupakan kontrak yang berbasis hasil (outcome), agen akan cenderung
bertindak untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan proposisi II menyatakan
bahwa ketika prinsipal memiliki informasi untuk memverifikasi tindakan agen,
agen akan cenderung bertindak untuk kepentingan prinsipal.
Merujuk pada proposisi I Eisenhardt tersebut, The Institute of
Chartered Accounts (2005: 10) dalam hal auditor sebagai agen yang
dipercaya untuk menjalankan tugas dari prinsipal, auditor mungkin akan
menghindari risiko yang dapat menggangu kinerjanya atas penilaian prinsipal.
Dalam hal tersebut, prinsipal menerapkan manajemen risiko yang dapat
membantu agen menjaga objektivitas dan independen.
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2.1.2 Pengendalian Internal
Praktik pengendalian internal dahulu berupa sistem pengendalian
manajemen yaitu organisasi, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur,
pencatatan, pelaporan, reviu intern. Semakin berkembangnya dunia usaha
maka praktik pengendalian internal saat ini mengalami perubahan fokus
pengendalian dari hanya “hard control” menjadi terintegrasi antara “hard
control” dan “soft control” (Modul Diklat DTSD Pengawasan Kementerian
Keuangan:2014).
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission
(COSO) memberikan pengertian pengendalian intern yaitu pengendalian
intern adalah proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi,
manajemen, dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang
masuk akal/memadai untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
a. Keandalan informasi atau dapat dipercayanya laporan keuangan;
b. Ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan;
c. Efisiensi dan efektivitas operasi.
Konsep pengendalian yang direkomendasikan oleh COSO adalah
konsep pengendalian intern sebagai suatu kerangka terpadu (integrated
framework). COSO juga mengenalkan bahwa ada lima komponen kebijakan
dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan
jaminan bahwa tujuan pengendalian akan dapat dicapai. Lima komponen
pengendalian tersebut adalah:
a. Control Environment (Lingkungan pengendalian).
b. Management Risk Assessment (Penilaian Risiko Manajemen).
c. Accounting Information and Communication System (Sistem Komunikasi
dan Informasi Akuntansi).
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d. Control Activities (Aktivitas Pengendalian).
e. Monitoring (Pemantauan).
2.1.3 Pengertian Audit
Arens dan Loebbecke dalam Abdi (2003: 1) mendefinisikan audit atau
pemeriksaan akuntansi yaitu:
“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi
yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten.”
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen untuk memeriksa dan
menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai jasa pelayanan terhadap
organisasi perusahaan. Sedangkan Mulyadi (2002: 9) mendefinisikan
pengertian auditing adalah:
“Pemeriksaan akuntan (auditing) adalah proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Sementara itu, Halim (2003: 1) mendefinisikan audit adalah sebagai
berikut:
“Audit adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu
asersi mengenai kegiatan dan transaksi ekonomi untuk memastikan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut
kepada pihak yang berkepentingan.”
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit
adalah kegiatan pengumpulan, pengevaluasian bahan bukti yang dilakukan
oleh seorang yang independen dan kompeten dengan tujuan untuk
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meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan
kriteria yang telah ditetapkan, yang akan berguna bagi pihak yang
berkepentingan.
2.1.4 Temuan Pemeriksaan
Tugiman (1997) mengemukakan bahwa temuan pemeriksaan adalah
hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan tentang fakta. Temuan
pemeriksaan dihasilkan dari proses perbandingan antara “apa yang
seharusnya terdapat” dan “apa yang ternyata terdapat”. Temuan pemeriksaan
haruslah didasarkan pada hal-hal berikut (Tugiman:1997; Akmal:2006).
a. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh pemeriksa dalam
pelaksanaan pemeriksaan (apa yang ternyata didapat).
b. Kriteria, yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang digunakan
yang digunakan dalam melakukan evaluasi dan atau verifikasi (apa yang
seharusnya terdapat).
c. Sebab (penyebab), yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya
perbedaan atau suatu risiko yang dihadapi organisasi karena adanya
perbedaan antara kondisi yang diharapkan (kriteria) dengan kondisi
sesungguhnya.
d. Akibat, yaitu dampak dari adanya suatu perbedaan atau berbagai risiko
atau kerugian yang harus dihadapi oleh unit organisasi dari pihak yang
diperiksa karena terdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria.
e. Rekomendasi, merupakan saran yang diberikan pada unit organisasi dari
pihak yang diperiksa untuk perbaikan terhadap kondisi yang ada yang
tidak sesuai dengan kriteria.
Temuan pemeriksaan sebelum dimasukan kedalam laporan hasil
pemeriksaan harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak
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manajemen. Komunikasi atas temuan hasil pemeriksaan dapat dilakukan
pada saat pemeriksaan berlangsung serta dapat dilakukan pada akhir




Rekomendasi audit dimuat dalam laporan audit. Rekomendasi pastilah
menyangkut tindakan perbaikan yang dianggap perlu oleh auditor. Namun,
pelaksanaannya tetap diserahkan pada auditee, auditee dapat melaksanakan
rekomendasi tersebut atau menolaknya dengan menanggung risiko yang
mungkin terjadi atau melakukan tindak lanjut lain yang dianggap oleh auditee
lebih efektif. Rekomendasi atau saran adalah bentuk laporan hasil audit dari
auditor internal untuk disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan
untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak manajemen.
Pengertian Rekomendasi menurut Tugiman (2007:94) ialah pendapat
auditor yang telah dipertimbangkan mengenai suatu situasi tertentu dan
mencerminkan pengetahuan penilaian dan merancang memperbaiki kondisi
dalam suatu temuan-temuan pengauditan. Sedangkan pengertian
Rekomendasi auditor menurut Sawyer yang diterjemahkan oleh Desi
Andharini (2001:11) merupakan pendapat auditor yang dipertimbangkan
mengenai suatu situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan
penilaian auditor mengenai pokok persoalannya dalam arti apa yang harus
dilakukan untuk mengatasinya.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
rekomendasi adalah merupakan pendapat auditor yang akan disampaikan
kepada pihak manajemen dan telah dipertimbangkan mengenai suatu situasi
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tertentu yang mencerminkan pengetahuan penilaian dan merancang,
memperbaiki kondisi dalam suatu temuan-temuan pengauditan.
2.1.5.2 Rekomendasi Hasil Laporan
Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki
kondisi yang memerlukan perbaikan. Apabila auditor mengajukan
rekomendasi, maka bagian temuan yang berhubungan dengannya harus
memuat pernyataan jelas tentang tujuan yang hendak dicapai atau alasan
auditor untuk berpendapat bahwa diperlukan tindakan korektif.
Rekomendasi harus disusun secara logis namun tidak berarti bahwa
rekomendasi tersebut hanya berhubungan dengan masalah-masalah
diidentifikasikan dalam temuan-temuan pengauditan. Biasanya rekomendasi
juga harus dihubungkan dengan pribadi dari prilaku-prilaku masing-masing.
Rekomendasi tertentu harus ditujukan untuk temuan-temuan tertentu
sehingga ada mata rantai hubungan antara temuan dan rekomendasi.
Tugiman (2007:97) mengemukakan bahwa rekomendasi diberikan
oleh departemen internal audit harus mempertimbangkan beberapa faktor
yaitu:
1. memperbaiki kondisi yang ada atau menyelesaikan masalah;
2. dapat ditindak lanjuti secara logis, praktis dan reasonable;
3. bersifat korektif dan konstruktif;
4. sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang; dan
5. merupakan pelaksanaan dari proses audit yang dijalankan secara
benar.
Rekomendasi-rekomendasi yang memenuhi kriteria di atas merupakan
bentuk pelyanan paling bernilai yang diberikan departemen internal audit
kepada pihak manajemen. Dalam Statement of Responsibilities of internal
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auditor dikatakan bahwa rekomendasi ini merupakan salah satu tugas
departemen internal audit, selain melakukan berbagai analisis dan penilaian,
petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Ini
merupakan pelaksanaan audit internal yang bertujuan untuk membantu para
anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara
efektif.
2.1.5.3 Efektivitas Rekomendasi
Inti dari efektivitas pada dasarnya adalah mengerjakan sesuatu
dengan benar atau “do the right things”. Sehingga dapat dianalogikan
terhadap efektivitas rekomendasi diartikan sebagai hubungan antara output
dengan tujuan dari hasil pemeriksaan.
Tugiman (2007: 100) berpendapat bahwa rekomendasi yang efektif
adalah rekomendasi yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut.
1. Memperbaiki kondisi yang ada atau dapat menyelesaikan masalah
Rekomendasi yang diberikan oleh internal audit dapat memperbaiki
kondisi yang ada pada perusahaan sebelum rekomendasi tersebut
disampaikan, untuk ke arah yang lebih baik atau dapat meningkatkan
produktivitas perusahaan atau bagian yang diaudit.
2. Dapat ditindaklanjuti secara logis, praktis, dan reasonable
Rekomendasi yang diberikan dapat ditindak lanjuti, tidak hanya
sekedar saran tetapi harus diterapkan di dalam pelaksanaan aktivitas
perusahaan. Praktis adalah menggunakan kalimat yang sederhana
dan mudah dipahami serta berdasarkan data-data dari hasil
pemeriksaan dengan mempertimbangkan segala kesulitan auditee
dilapangan, sedangkan reasonable adalah yang mendukung
rekomendasi tersebut dapat diterima oleh auditee.
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3. Bersifat korektif dan konstruktif
Rekomendasi yang diberikan oleh internal audit dapat memotivasi
tindakan koreksi yang diperlukan selanjutnya oleh auditee sehingga
tidak ada unsur keterpaksaan.
4. Sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang
Rekomendasi yang diberikan oleh internal audit dapat dijadikan atau
diimplementasikan sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang.
5. Merupakan hasil pelaksanaan dari proses audit yang dijalankan secara
benar
Rekomendasi yang diberikan oleh internal audit telah melalui tahap
atau proses audit yang benar.
Dari syarat-syarat rekomendasi yang efektif di atas maka akan tercapai
suatu tujuan rekomendasi yang diharapkan adapun tujuan rekomendasi yang
efektif menurut Tugiman (2007:100) adalah sebagai berikut:
a) Meningkatkan Prestasi
Relevan, menegaskan bahwa suatu sistem penilaian prestasi kerja
hanya mengukur penilaian temuan pemeriksaan sesuai dengan fakta.
Akseptabel, suatu sistem penilaian prestasi harus dapat diterima dan
dimengerti baik oleh penilai maupun yang dinilai.
Praktis, menghendaki agar suatu sistem penilaian prestasi harus
praktis dan mudah dilaksanakan, tidak rumit baik yang menyangkut
administrasi dan interprestasi serta tidak memerlukan biaya yang
besar.
b) Mengurangi resiko kerugian
Risiko bawaan atau melekat, risiko yang sudah ada pada aktivitas,
operasi, atau bagian sebelum ada pengendalian manajemen.
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Risiko pengendalian, risiko yang mungkin ada yang tidak dapat
ditemukan oleh adanya sistem pengendalian manajemen.
Risiko deteksi, risiko tidak terdeteksinya suatu salah saji material yang
ada, besar sampel yang ditetapkan berbanding terbalik dengan risiko
deteksi.
c) Memberikan dan menawarkan pilihan dalam memecahkan masalah
atau persoalan
Rekomendasi harus terkait erat dengan setiap temuan atau observasi
yang menunjukan adanya kekurangan atau kelemahan.
Setiap rekomendasi harus didukung oleh hasil-hasil temuan observasi.
Setiap perkataan rekomendasi harus ditulis secara jelas apa yang
diinginkan untuk mengatasi masalah yang timbul.
Rekomendasi perlu dirinci lebih lanjut oleh manajemen fasilitas agar
lebih operasional penerapannya.
d) Memperbaiki kondisi yang perlu perbaikan
Laporan harus menunjukan sifat dan kondisi yang baik, sebelum
diserahkan kepada klien dan memastikan informasi temuan-temuan
laporan audit.
2.1.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Akmal (2006) mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan
didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan,
dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh
manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan
termasuk temuan-temuan yang berkaitan yang diperoleh oleh pemeriksa baik
intern maupun ekstern.
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Dalam standar profesi disebutkan bahwa pemeriksa intern harus
melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah tindakan koreksi telah
dilakukan oleh manajemen atas temuan yang dilaporkan. Kewajiban atau
tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut oleh unit pemeriksa intern
harus dicantumkan dalam piagam pengukuhan wewenang dan tanggung
jawab pemeriksa intern (audit charter).
Pemeriksa internal harus memasukan kegiatan tindak lanjut di dalam
perencanaan jangka panjang dan perencanaan tahunan. Dalam
pelaksanaannya pemeriksa intern perlu menyusun prosedur kerja
pelaksanaan tindak lanjut dengan berdasarkan pertimbangan risiko,
kegagalannya, disamping tingkat kesulitan dan pentingnya ketepatan waktu
pelaksanaan koreksi.
Penentuan tindakan koreksi yang akan diambil dalam melaksanakan
rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan merupakan tanggung
jawab manajemen unit yang diperiksa. Pemeriksa intern bertanggung jawab
untuk memberikan jalan keluar bagi manajemen untuk mengambil tindakan
koreksi sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu. Dalam memutuskan
perluasan tindak lanjut, pemeriksa intern harus mempertimbangkan
pelaksanaan prosedur dengan sifat tindak lanjut yang sama oleh pihak lain
dalam organisasi.
Tugiman (1997) dan Akmal (2006) berpandangan bahwa manajemen
senior dapat memutuskan untuk tidak melakukan tindakan koreksi atas
temuan yang dilaporkan dan menerima risiko karena tidak dilaksanakan
tindakan koreksi tersebut. Pertimbangan untuk tidak melakukan tindakan
koreksi tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan biaya ataupun
pertimbangan lainnya, dan untuk melakukan hal ini manejemen senior harus
melaporkan keputusannya pada dewan direksi.
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Di dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat terdapat
berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Tugiman (1997) menjabarkan
faktor-faktor tersebut yaitu:
a. Pentingnya temuan yang dilaporkan.
b. Tingkat usaha dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki
kondisi yang dilaporkan.
c. Risiko yang mungkin terjadi jika tindakan korektif yang dilakukan dan
ternyata hasilnya tidak berhasil (gagal).
d. Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan koreksi.
e. Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan koreksi.
Untuk temuan pemeriksaan yang dianggap penting, manajemen harus
melaksanakan tindakan koreksi sesegera mungkin. Selain itu pemeriksa intern
harus memonitor tindakan koreksi yang dilakukan manajemen tersebut karena
dapat terjadi berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan dari dampak tersebut
sangat besar sehingga diperlukan tindakan koreksi secepatnya.
Ada kemungkinan dalam pelaksanaan pemeriksaan unit pemeriksa
intern memandang tindakan koreksi oleh manajemen telah cukup dilakukan
jika dibandingkan secara relatif dengan pentingnya temuan pemeriksaan.
Dalam hal-hal tertentu tindak lanjut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari
pemeriksaan yang akan dilakukan kemudian.
Prosedur untuk penjadwalan melaksanakan tindak lanjut harus
didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait juga tingkat kesulitan dan
perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif (Tugiman:1997).
Lebih lanjut Akmal (2006) menjelaskan, prosedur untuk melaksankan tindak
lanjut adalah sebagai berikut:
a. Memberikan batas waktu yang disediakan bagi manajemen untuk
melaksanakan tindakan koreksi.
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b. Melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi yang dilakukan
manajemen.
c. Melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan
manajemen.
d. Melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut jika diperlukan.
Untuk tindakan koreksi yang kurang memuaskan dapat melaporkan pada
tingkatan manajemen yang sesuai termasuk risiko yang masih ada untuk




Istilah “risiko” (risk) memiliki banyak definisi. Tetapi pengertian secara
ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam. Dalam hal ini sejumlah
mendefinisikan risiko sebagai berikut.
1. Risiko merupakan sesuatu masalah yang mungkin terjadi dimasa
yang akan datang (oxford dictionary).
2. Pada kamus bahasa Indonesia versi online risiko memiliki makna
bahwa risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan,
membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan”. Dengan kata
lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat
mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau
individu.
3. COSO-ERM mendefinisikan risiko merupakan suatu peristiwa yang
mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan.
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4. Arthur Williams dan Richard (1987) mendefinisikan risiko adalah
suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode
tertentu.
5. Abas Salim (2007) mendefinisikan risiko adalah ketidaktentuan
(uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss).
6. Soekarto mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya
suatu peristiwa.
7. Herman Darmawi (2011) mendefinisikan risiko adalah probabilitas
suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.
8. Soemarno mendefinisikan risiko merupakan Suatu kondisi yang
timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak
menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko.
9. Sri Redjeki Hartono (2008) mendefinisikan risiko merupakan suatu
ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian.
10. Subekti mendefinisikan risiko merupakan kewajiban memikul
kerugian yang disebabkan karena sutau kejadian di luar kesalahan
salah satu pihak.
11. Robert Charette mendefinisikan risiko berhubungan dengan kejadian
di masa yang akan datang, melibatkan perubahan (misalnya
perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat) dan melibatkan
pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.
12. Berdasarkan PMK 191 Tahun 2008 tentang Penerapan Manajemen
Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, risiko merupakan
segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan
yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
Berdasarkan pengertian risiko beberapa teori dan ahli tersebut, perlu
dilakukannya metode untuk menilai dan mengukur ketidakpastian terhadap
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kejadian yang mungkin akan bedampak negatif terhadap pencapaian tujuan
organisasi.
2.1.7.2 Kategori Risiko
Pramana (2011: 15) dalam bukunya yang berjudul “manajemen risiko
bisnis” mendefinisikan risiko adalah buah dari ketidakpastian. Dalam hal ini
terdapat faktor-faktor ketidakpastian yang dapat menghasilkan berbagai
macam risiko sehingga risiko dapat dikategorikan menjadi:
1. Risiko Berdasarkan Sifat
Berdasarkan sifatnya, risiko dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:
 Risiko Spekulatif (Spekulative Risk). Ini adalah risiko yang
memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan
hal-hal yang menguntungkan.
 Risiko Murni (Pure Risk). Ini adalah risiko yang tidak disengaja,
yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba.
2. Risiko Berdasarkan Kemungkinannya untuk Dialihkan
Berdasarkan kemungkinannya untuk dapat atau tidak dapat dialihkan,
risiko terbagi menjadi:
 Risiko yang Dapat Dialihkan. Ini adalah risiko yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagai obyek yang terkena risiko kepada
perusahaan asuransi dengan membayar premi.
 Risiko yang Tidak Dapat Dialihkan. Ini adalah semua risiko yang
termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat
dipertanggungkan pada perusahaan asuransi.
3. Risiko Berdasarkan Muasal Kemunculannya
Berdasarkan muasal kemunculannya, risiko terbagi menjadi:
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 Risiko Internal. Ini adalah risiko yang berasal dari dalam
perusahaan itu sendiri.
 Risiko Eksternal. Ini adalah risiko yang berasal dari luar
perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
Selain jenis-jenis risiko di atas, Trieschman, Gustavon, dan Hoyt
(2001) juga menemukakan beberapa macam risiko, diantaranya:
1. Risiko Berdasarkan Ketidakpastian Perubahan Waktu
Berdasarkan ketidakpastian munculnya perubahan berdasarkan
waktu, risiko terbagi menjadi:
 Risiko Statis. Ini adalah risiko yang berasal dari masyarakat yang
tidak berubah yang berada dalam keseimbangan stabil. Risiko
statis dapat bersifat murni ataupun spekulatif.
 Risiko Dinamis. Ini adalah risiko yang timbul karena terjadi
perubahan dalam masyarakat. Risiko dinamis dapat bersifat murni
ataupun spekulatif.
2. Risiko Subyektif dan Risiko Obyektif
 Risiko Subyektif. Ini adalah risiko yang berkaitan dengan kondisi
mental seseorang yang ragu-ragu atau cemas akan terjadinya
kejadian tertentu.
 Risiko Obyektif. Ini adalah probabilitas penyimpangan aktual dari
yang diharapkan atau dari rata-rata sesuai pengalaman.
2.1.7.3 Bentuk-Bentuk Risiko
Djojosoedarso (2005: 3-4) menjabarkan bahwa risiko dapat dibedakan
sebagai berikut:
1. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:
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a) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang
apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa
disengaja; misalnya risiko terjadinya kebakaran dan bencana
alam.
b) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang
disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya
ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya
risiko utang-piutang.
c) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat
dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya
satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir,
angin topan, dan sebagainya.
d) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang
mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti
kapal kandas dan pesawat jatuh.
e) Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan
dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi,
seperti risiko keuangan dan risiko penerbangan luar angkasa.
2. Dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka
risiko dapat dibedakan ke dalam:
a) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan
mentransfer/mengalihkan suatu objek yang akan terkena risiko
kepada perusahaan asuransi dengan mebayar sejumlah premi
asuransi.
b) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat
diasuransikan); umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
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3. Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke
dalam:
a) Risiko intern yaitu risiko yang beraasl dari dalam perusahaan itu
sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan,
kecelakaan kerja, kesalahan manajemen dan sebagainya.
b) Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan,
seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga,
perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.
2.1.7.4 Penanggulangan Risiko
Djojosoedarso (2005: 4) berpandangan bahwa upaya-upaya untuk
menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat
dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena
risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk
meminimumkan risiko kerugian, antara lain:
1. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan
terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.
2. Melakukan retensi, artinya mentolerir dan membiarkan terjadinya
kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat
kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya.
3. Melakukan pengendalian terhadap risiko.
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain.
2.1.8 Manajemen Risiko
2.1.8.1 Definisi Manajemen Risiko
Dalam hal ini sejumlah mendefinisikan manajemen risiko sebagai
berikut.
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1. Australian Risk Management Standard (2004:4360) mendefinisikan
manajemen risiko adalah kultur, proses, struktur yang diarahkan untuk
merealisasikan peluang potensial dan sekaligus mengelola dampak yang
merugikan.
2. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan
tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. (PMK 191 Tahun 2008)
3. “Enterprise Risk Management is a process. Effected by an entity’s board
of directors, management and other personnel, applied in strategy setting
and across the enterprise, designed to identify potential events that may
affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives”.
(COSO-ERM:2004)
Dari definisi Manajemen Risiko menurut COSO ERM (2004) di atas
dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
a. On Going Process
Manajemen risiko dilakukan secara terus menerus dan dilakukan
pemantauan secara berkala. Manajemen risiko bukan merupakan
kegiatan yang dilakukan secara sesekali (one time event).
b. Effected by people
Manajemen risiko ditentukan oleh pihak atau unit yang berada di
lingkungan organisasi. Pada lingkungan Pemerintah, manajemen risiko
dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai Pemerintahan.
c. Applied in strategy setting
Manajemen risiko disusun mulai dari perumusan strategi organisasi
oleh top management. Dengan penggunaan manajemen risiko, strategi
yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh masing-
masing bagian/unit organisasi.
27
d. Applied across the enterprise
Strategi yang telah dipilih berdasarkan manajemen risiko
diimplementasikan ke dalam kegiatan operasional dan mencakup
seluruh bagian/unit organisasi. Dikarenakan risiko tiap-tiap bagian
berbeda, maka penerapan manajemen risiko berdasarkan penentuan
oleh tiap-tiap bagian/unit organisasi.
e. Designed to identify potential events
Manajemen risiko didesain untuk mengidentifikasi kejadian atau
keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya
pencapaian tujuan organisasi.
f. Provide reasonable assurance
Risiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan
jaminan bahwa kegiatan suatu organisasi dapat berlangsung secara
optimal.
g. Geared to achieve objectives
Manajemen risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.8.2 Fungsi-Fungsi Pokok Manajemen Risiko
Djojosoedarso (2005: 14) menjabarkan fungsi pokok manajemen risiko
terdiri dari:
1. Menemukan Kerugian Potensial
Bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko bawaan yang dihadapi
organisasi, yang meliputi:
a. Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
b. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat
terganggunya operasi perusahaan.
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c. Kerugian akibat adanya tuntutan hukuman dari pihak lain.
d. Kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-
tindakan kejahatan lainnya.
e. Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan utama
meninggal dunia, sakit, atau mengalami keterbatasan secara
fisik.
2. Mengevaluasi Kerugian Potensial
Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial
yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan
meliputi perkiraan mengenai:
a. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian dengan
memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya selama suatu
periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut
selama suatu periode tertentu.
b. Besarnya bahaya dari masing-masing kerugian, artinya menilai
besarnya kerugian yang dialami, yang biasanya dikaitkan dengan
besarnya pengaruh kerugian tersebut.
3. Memilih teknis/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi
dari teknik-teknik yang tepat untuk mengulangi kerugian.
2.1.8.3 Proses Manajemen Risiko
Pemahaman manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk
terlibat secara ekfektif dalam menghadapi ketidakpastian dengan risiko dan
peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk
memberikan nilai tambah. Berdasarkan COSO ERM (2004), proses
manajemen risiko dapat dibagi ke dalam 8 (delapan) komponen (tahap).
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Sebagaimana pada gambar 2.1, komponen-komponen dari risiko dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Gambari 2.1 Risk Management Model COSO
1. Internal Environment (Lingkungan Internal)
Komponen ini berkaitan dengan lingkungan dimana instansi
Pemerintah berada dan beroperasi. Ruang lingkupnya adalah risk-
management philosophy (kultur manajemen tentang risiko), integrity
(integritas), risk perspective (perspektif terhadap risiko), risk appetite
(selera atau penerimaan terhadap risko), ethical values (nilai moral),
struktur organisasi, dan pendelegasian wewenang.
2. Objective Setting (Penentuan Tujuan)
Manajemen harus menetapkan objectives (tujuan-tujuan) dari
organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola
risiko. Objective dapat diklasifikasikan menjadi strategic objective dan
activity objective. Strategic objective di instansi pemerintah
berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja instansi
dalam jangka menengah dan panjang, dan merupakan implementasi
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dari visi dan misi instansi tersebut. Sementara itu, activity objective
dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (1) operations objectives;
(2) reporting objectives; dan (3) compliance objectives.
3. Event Identification (Identifikasi Risiko)
Komponen ini mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial baik yang
terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang
mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi.
Kejadian tersebut bisa berdampak positif (opportunities), namun
dapat pula sebaliknya atau negatif (risks).
Terdapat 4 (empat) model identifikasi risiko, yaitu (1) Exposure
analysis; (2) Environmental analysis; (3) Threat scenario; (4)
Brainstorming questions.
4. Risk Assessment (Penilaian Risiko)
Komponen ini menilai sejauhmana dampak dari events (kejadian atau
keadaan) dapat mengganggu pencapaian dari objectives. Besarnya
dampak dapat diketahui dari inherent dan residual risk, dan dapat
dianalisis dalam dua perspektif, yaitu: likelihood (kecendrungan atau
peluang) dan impact/consequence (besaran dari terrealisirnya risiko).
Dengan demikian besarnya risiko atas setiap kegiatan organisasi
merupakan perkalian antara likelihood dan consequence.
Penilaian risiko dapat menggunakan dua teknik, yaitu: (1) qualitative
techniques; dan (2) quantitative techniques. Qualitative techniques
menggunakan beberapa tools seperti self-assessment (low, medium,
high), questionnaires, dan internal audit reviews. Sementara itu,
qualitataive techniques data berbentuk angka yang diperoleh dari
tools seperti probability based, non-probabilistic models (optimalkan
hanya asumsi consequence), dan benchmarking.
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Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2, penilaian risiko atas
setiap aktivitas organisasi akan menghasilkan informasi berupa peta
dan angka risiko. Aktivitas yang paling kecil risikonya ada pada
aktivitas a dan e, dan aktivitas yang paling berisiko tinggi dengan
kemungkinan terjadi tinggi ada pada aktivitas d. sedangkan aktivitas
c, walaupun memiliki dampak yang besar, namun memiliki risiko
terjadi yang rendah.
Gambar 2.2 Map and Quantify Risk
5. Risk Response (Sikap atas Risiko)
Organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. Risk
response dari organisasi dapat berupa: (1) avoidance, yaitu
dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko; (2)
reduction, yaitu mengambil langkah-langkah mengurangi likelihood
atau impact dari risiko; (3) sharing, yaitu mengalihkan atau
menaggung bersama risiko atau sebagian dari risiko dengan pihak
lain; (4) acceptance, yaitu menerima risiko yang terjadi (biasanya
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risiko yang kecil), dan tidka ada upaya khusus yang dilakukan.
Strategi dalam memilih risiko dijelaskan pada Gambar 2.3
Gambar 2.3 Strategy for Managing Risk
Dalam memilih sikap (response), perlu dipertimbangkan faktor-faktor
seperti pengaruh tiap response terhadap risk likelihood dan impact,
response yang optimal sehingga bersinergi dengan pemenuhan risk
appetite and tolerances, analisis cost versus benefits, dan
kemungkinan peluang (opportunities) yang dapat timbul dari setiap
risk response.
6. Control Activities (Aktifitas-Aktifitas Pengendalian)
Komponen ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan
(policies) dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response
terlaksana dengan efektif. Aktifitas pengendalian memerlukan
lingkungan pengendalian yang meliputi: (1) integritas dan nilai etika;
(2) kompetensi; (3) kebijakan dan praktik-praktik SDM; (4) budaya
organisasi; (5) filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen; (6)
struktur organisasi; dan (7) wewenang dan tanggung jawab.
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7. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)
Fokus dari komponen ini adalah menyampaikan informasi yang
relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi
dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat
komunnikasi.
Informasi yang disajikan tergantung dari kualitas informasi yang ingin
disampaikan, dan kualitas informasi dapat dipilah menjadi: (1)
appropriate; (2) timely; (3) current; (4) accurate; dan (5) accessible.
Arah komunikasi dapat bersifat internal dan eksternal. Sedangkan
alat komunikasi berupa diantaranya manual, memo, bulletin, dan
pesan-pesan melalui media elektronis.
8. Monitoring
Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus menerus (ongoing)
maupun terpisah (separate evaluation). Aktifitas monitoring ongoing
tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin
lainnya.
Monitoring terpisah biasanya dilakukan untuk penugasan tertentu.
Pada monitoring ini ditentukan ruang lingkup tugas, frekuensi, proses
evaluasi metodologi, dokumentasi, dan action plan.
Pada proses monitoring, perlu dicermati adanya kendala seperti
reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau
bahkan berlebihan (tidak relevan). Kendala ini timbul dari berbagai
faktor seperti sumber informasi, materi pelaporan, pihak yang
disampaikan laporan, dan arahan bagi pelaporan.
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2.1.9 Hubungan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Risiko Policy
Recommendation
Dalam penjelasan agency theory, lebih lanjut The Institute of
Chartered Accounts (2005: 10) menjelaskan bahwa auditor sebagai agen
yang dipercaya untuk menjalankan tugas dari prinsipal, auditor mungkin akan
menghindari risiko yang dapat mengganggu kinerjanya atas penilaian
prinsipal. Risiko dalam hal quality audit yaitu tidak ditindaklanjutinya
rekomendasi oleh auditee. Sebagai contoh, berkenaan dengan risiko tersebut
dan target capaian kinerjanya adalah persentase jumlah rekomendasi yang
ditindaklanjuti maka auditor akan memilih rekomendasi yang mudah
ditindaklanjuti oleh auditee sehingga menyebabkan auditor tidak dapat
bertindak objektif dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Untuk
menanggulangi risiko tersebut, prinsipal menerapkan manajemen risiko yang
dapat membantu agen menjaga objektivitas dan independensi auditor.
Lebih lanjut, Akmal (2006: 121) menjelaskan bahwa policy
recommendation yang ditindaklanjuti antara lain dipengaruhi oleh
keberhasilan dalam pengelolaan risiko. Risiko yang semakin tinggi dalam
policy recommendation yang akan ditindaklanjuti mengakibatkan keadaan
dimana policy recommendation tersebut tidak ditindaklanjuti, sehingga
outcome dari kegiatan pengauditan yang telah dilakukan oleh auditor internal
tidak dapat dirasakan perbaikannya.
2.1.9.1 Risiko Policy Recommendation
Rekomendasi menggambarkan bentuk tindakan yang harus
dipertimbangkan oleh manajemen dalam meralat kondisi yang telah
berlangsung serba salah atau memperbaiki kelemahan sistem dan
pengawasan, ataupun keduanya. Rekomendasi harus bersifat positif, spesifik,
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dan harus mengidentifikasi siapa yang melaksanakannya. Lebih diutamakan
supaya internal auditor mengajukan suatu metode atau beberapa alternatif
metode untuk memperbaiki suatu kondisi. Selain itu, mereka juga harus
menjelaskan bahwa memilih suatu tindakan perbaikan merupakan tugas
manajemen perusahaan. Rekomendasi auditor internal merupakan pilihan
yang potensial yang harus dipertimbangkan bersamaan dengan pilihan lain
yang memungkinkan untuk diambil, karena manajemen perusahaan (bukan
auditor internal) yang akan melaksanakan tindakan perbaikan tersebut.
Sukrisno Agoes (2004: 233) mengemukakan beberapa prinsip yang
harus diikuti agar bisa diperoleh rekomendasi yang efektif, yaitu:
1. Rekomendasi harus komprehensif.
2. Rekomendasi harus spesifik.
3. Rekomendasi harus disusun dengan baik.
4. Rekomendasi harus mudah dilaksanakan.
5. Rekomendasi harus beralasan.
Sehingga dari beberapa prinsip di atas, jika auditor atau pemeriksa
melakukan kegiatan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi berdasarkan
temuannya, auditor tersebut tidak memenuhi prinsip rekromendasi yang efektif
maka risiko rekomendasi untuk tidak ditindaklanjuti akan tinggi. Identifikasi
risiko ini dapat memberikan gambaran kepada auditor untuk memberikan
rekomendasi yang dapat memenuhi prinsip-prinsip di atas.
Di samping itu pula, penanggungjawab pelaksanaan pemeriksaan atau
audit perlu menetapkan teknik monitoring yang tepat dan pertimbangan dari
setiap hasil temuan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor.
Semakin besar risiko yang melekat pada aktivitas yang menjadi objek audit,
semakin intensif prosedur monitoring tindak lanjut yang diterapkan.
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2.2 Tinjauan Empirik
Tinjauan empirik yang berupa hasil penelitian mengenai analisis
penerapan manajemen risiko terhadap policy recommendation hasil
pengawasan APIP belum ada yang melakukan. Peneliti telah memperoleh
beberapa penelitian yang mendekati kesamaan dengan variabel-variabel yang
akan diteliti. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
sebagai berikut.












Hasil penelitian ini menunjukan
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Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pengaruh auditor internal
dan penerapan manajemen risiko
perbankan terhadap pemberian
kredit pada PT. Bank Negara
Indonesia  termasuk dalam
kategori baik, dan berperan
signifikan antara auditor internal











Tabel 2.1 Tabel penelitian yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian
2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
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Kerangka pikir pada Gambar 2.4 di atas menjelaskan tentang alur
penelitian yang menganalisis penerapan manajemen risiko terhadap policy
recommendation hasil pengawasan dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis risiko policy
recommendation yang tidak ditindaklanjuti sebelum risiko dimitigasi dengan
melihat kontribusi penerapan manajemen risiko atas target policy
recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan menganalisis
risiko policy recommendation yang tidak ditindaklanjuti setelah risiko dimitigasi
dengan melihat kontribusi penerapan manajemen risiko atas capaian policy





Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah
maupun fenomena buatan manusia. Sukmadinata (2006: 72) menjelaskan bahwa
fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,
kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena
lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha
mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau
hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang
tengah berlangsung.
Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitian diuraikan
secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak
adanya suatu hipotesis tetapi merupakan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian
deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan melakukan penelitian
analitik.
3.2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen aktif sekaligus
pengumpul data dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Adapun
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instrumen pengumpulan data adalah berbagai bentuk alat bantu berupa




Lokasi dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang beralamat di Gedung Djuanda
II Lantai 4 s.d. 13, JL. Dr. Wahidin No 1 Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan
selama 1 bulan.
3.3.2 Alasan Pemilihan Lokasi
Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
ketertarikan untuk memilih lokasi penelitian di lingkungan Inpektorat Jenderal
Kementerian Keuangan yang mendapatkan level 3 (tiga) dalam penilaian IACM
(Internal Audit Capability Model). Di samping itu juga dikarenakan belum adanya
penelitian sebelumnya yang mengangkat penelitian tentang analisis penerapan
manajemen risiko terhadap policy recommendation hasil pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, keunikan, dan kesesuaian dengan
topik yang dipilih.
Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang
bermakna dan baru. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti
selama 1 bulan dari bulan Agustus 2016 sampai dengan September 2016.
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3.4 Sumber Data
Jenis dan Kriteria data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari
berbagai laporan hasil kegiatan yaitu sebagai berikut.
1. Data Laporan Profil Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Tahun 2015. Dari data laporan profil risiko ini yang dibutuhkan adalah
terkompilasinya profil risiko masing-masing Unit Pemilik Risiko.
2. Data Laporan Kompilasi Mitigasi Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan Tahun 2015. Dari data laporan mitigasi risiko ini yang dibutuhkan
adalah kompilasi mitigasi risiko masing-masing Unit Pemilik Risiko.
3. Data Laporan Profil Risiko tiap-tiap Inspektorat unit eselon II di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2015. Dari data laporan
profil risiko ini dibutuhkan sebagai dasar peneliti untuk melihat obyek risiko
yang menjadi prioritas Unit Pemilik Risiko untuk dilakukan penanganan atau
mitigasi.
4. Data Laporan Mitigasi Risiko tiap-tiap Inspektorat unit eselon II di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2015. Dari data laporan
mitigasi risiko, penulis dapat melihat penanganan dan progress penurunan
risiko sehingga dapat dilihat apakah risiko yang menjadi prioritas UPR untuk
ditangani menjadi rendah atau sebaliknya.
5. Laporan Kinerja Insepktorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2015.
Dari data laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan,
peneliti dapat melihat apakah penanganan dan penerapan manajemen risiko
memberikan kontribusi dari capaian kinerja Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
pengumpulan dokumentasi atas laporan penerapan manajemen risiko dan
laporan capaian kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan yang menjadi pendukung penelitian.
3.6 Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 337)
mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
integratif dan berlangsung secara terus menerus dan aktivitas dalam analisis
data ini terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion verification.
Sekaran dan Bougie (2010) menuliskan langkah pertama dalam analisis
data adalah reduksi data yang dilakukan melalui pengkodean dan kategorisasi.
Coding adalah proses analitik dimana data kualitatif yang telah dikumpulkan bisa
saja berkurang, berulang, dan terintegrasi dari teori. Kategorisasi adalah proses
pengorganisasian, mengatur, dan mengklasifikasikan unit coding. Kode dan
kategori dapat dikembangkan baik secara induktif dan deduktif.
Menurut Miles dan Huberman dalam Sekaran dan Bougie (2010), data
display adalah kegiatan utama kedua yang harus dilalui ketika menganalisis data
kualitatif. Data display melibatkan proses mengambil data yang telah direduksi
dan menampilkannya dalam cara yang terorganisir.
Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analitikal “akhir” dalam proses
analisis data kualitatif. Hal ini adalah inti dari analisis data, pada saat ini kita akan
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan menentukan tema apa yang
diidentifikasi, dengan memikirkan penjelasan untuk pola yang diamati dan
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berhubungan, atau dengan membuat kontras dan perbandingan (Sekaran dan
Bougie, 2010).
3.7 Pengecekan Validitas Data
Validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir
penelitian. Oleh karena itu, suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2006). Keabsahan data dalam
penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.
Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang
berbeda dalam metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), triangulasi dengan
sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut.
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat/pandangan orang, seperti masyarakat biasa, pejabat pemerintah,
orang yang berpendidikan, dan lain-lain.
Disamping itu pula, untuk mengecek keabsahan data sekunder dapat
dilihat dengan memvalidasi keabsahan laporan yang diperoleh dengan melihat




Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini
dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat
atau instansi terkait. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian
bisa dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan
mengadakan penelitian, maka langkah kemudian adalah membuat rencana
skripsi dengan terlebih dahulu membuat permohonan izin penelitian ke tempat
penelitian.
Langkah-langkah penelitian yang selanjutnya, diawali dengan
mempersiapkan daftar kebutuhan data/laporan yang dibutuhkan untuk
dimintakan kepada Instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan yang berguna dalam mendukung pelaksanaan
penelitian, kemudian data/laporan yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik
analisis Miles dan Huberman untuk dibuat laporan penelitiannya. Analisis data
secara aktif menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan cara
memberikan makna atas pemahaman peneliti sesuai dengan apa yang didapat di
dalam proses penelitiannya. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada bab
sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Penerapan manajemen risiko diawali dengan melakukan pengidentifikasian
risiko dapat membantu unit pemilik risiko dalam menetapkan sasaran
strategis dengan belajar dari penerapan risiko sebelumnya. Terbukti pada
tahun 2015 unit pemilik risiko menetapkan target capaian atas policy
recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti hampir mendekati
100 persen. Sehingga penerapan manajemen risiko tidak hanya berperan
terhadap policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan sebelum risiko dimitigasi tetapi juga membantu
auditor membuat rekomendasi yang memenuhi prinsip rekomendasi yang
efektif.
2. Risiko tidak ditindaklanjutinya policy recommendation hasil pengawasan
setelah diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah
dengan melakukan penanganan risiko. Dari hasil penanganan risiko tersebut
berperan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini
terbukti bahwa seluruh unit pemilik risiko berhasil mencapai target
persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko tidak
hanya berperan terhadap policy recommendation hasil pengawasan
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Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan setelah risiko dimitigasi tetapi
juga membantu auditor mewujudkan prinsip rekomendasi yang efektif.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian
adalah sebagai berikut.
1. Agar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dapat meningkatkan
penerapan manajemen risiko dengan perbaikan berkelanjutan dalam seluruh
aspek proses kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan dan terus berkomitmen penuh untuk memperbaiki penerapan
manajemen risiko yang datang.
2. Agar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan meningkatkan pola
komunikasi dan koordinasi dengan mengefektifkan peran komite manajemn
risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan para unit pemilik
risiko dengan stakeholders terkait.
3. Agar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan meningkatkan penerapan
manajemen risiko berbasis aplikasi sehingga dapat membantu pegawai
Kementerian Keuangan dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Keuangan.
4. Agar peneliti berikutnya dapat menyajikan pengukuran alat uji statistik atas
pengaruh penerapan manajemen risiko untuk policy recommendation hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka memiliki berbagai
keterbatasan sebagai berikut.
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1. Penelitian ini belum menyajikan pengukuran alat uji statistik atas pengaruh
penerapan manajemen risiko untuk policy recommendation hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti.
2. Penelitian ini belum dapat menganalisa risiko yang terkait policy
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